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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin 

banyak menggunakan alat digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. 
Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, 

baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, belum banyak berkembang dari konsep -konsep pembuktian konvensional, 

dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat. Menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti 

yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat d. petunjuk, serta e. keterangan 

terdakwa yang diatur dalam Pasal 184, dapat terlihat bahwa Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana belum mengatur setidaknya secara tegas mengenai alat bukti 
elektronik yang sah. Oleh karena itu, diperlukan desakan terhadap hukum, yaitu 

hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti 

itu perlu adanya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu alat digital 
atau elektronik.

Keyword: Hukum Pembuktian, Alat Elektronik, KUHAP.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin 

banyak menggunakan alat digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. 

Oleh karena itu, diperlukan desakan terhadap hukum, yaitu hukum pembuktian, 

untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu perlu adanya 

pengaturan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu alat digital atau elektronik. 

Namun dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam 

posisi dilematis sehingga membutuhkan jalan-jalan kompromistis.

Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman juga 

teknologi, perlu adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan 

teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Akan tetapi di lain 

pihak kecendrungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti elektronik oleh pihak- 

pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam 

mengakui alat bukti elektronik tersebut.2

Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, 

baik dibidang pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

i

2oo6MhU,nir^Ulady’ Te°ri Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2)bid.

1
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Pidana, belum banyak berkembang dari konsep -konsep pembuktian konvensional, 

dan sangat mengandalkan pembuktian yaitu bukti berupa surat.3

Mengenai Pembuktian dikenal dua sistem yaitu, sistem pembuktian positif 

(positief wetelijk ) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti, 

yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan sistem 

pembuktian negatif ( negatief weltelijk ) sangat mirip dengan sistem pembuktian 

conviction in raisone. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau 

tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang- 

undang dan keyakinan ( nurani ) hakim sendiri.4

Di peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran 

materil ( materil waarheid) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa 

pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum - pada tingkat penyidikan, penuntutan, 

maupun persidangan -berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi 

rangkaian kejadian dan menemukan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan 

saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan 

keterangan ahli yang diakui oleh pelakunya; fakta- fakta tersebut juga dapat menjadi 

kesatuan dalam barang-barang bukti.5

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif 

mengenai alat bukti yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat d. petunjuk,

3 Ibid. hlm.168.
4 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia Raih 

Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.
DTT,j0SUa ,Sll0^PUon,^f"PaCC Cybercnmes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. 
PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 265.



3

keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- undang 

Hukum Acara Pidana, semua alat bukti itu dinyatakan sah apabila telah memenuhi 

persyartan formil maupun ketentuan materi 1.6

Disini dapat terlihat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum 

mengatur setidaknya secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan 

tetapi perkembangan peraturan Perundang —undangan setelah Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana menunjukan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti 

elektronik. Dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 

39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa microfilm atau 

microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di 

pengadilan menggantikan alat bukti surat.7

Menurut Fakriah pengakuan microfilm dan microfishe sebagai alat bukti dalam 

surat Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada analogi dari Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 71 .k/Sip/1974 mengenai fotokopi dokument sebagai alat bukti. Dalam 

putusan MA tersebut diakui bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila 

disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukan bahwa 

fotokopi sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan analogi maka hasil print 

out, print out faximili, microfilm atau microfische juga dapat diterima sebagai alat 

bukti.

serta e.

8

6 Ibid hlm. 266.
7 Ibid hlm. 270.
8 Efa Laela Fakhriah. dan Sudikno Mertokusumo, Dikutip Dalam Josua Sitompul. Cbyerspace 

Cybercnmes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta, PT.Tatanusa. 2012, hlm. 270.
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Ada beberapa perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik, yaitu 

Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE). Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang- Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Bab UI, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat 

(1) UU ITE menegaskan adanya dua jenis alat bukti dalam lingkup transaksi 

elektronik:9
r'

\

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pada ayat (2) diatur : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Bahwa alat bukti

elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Pemahaman

perluasan haruslah dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan 

dimaksud ialah:10

1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam 

Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

2. Mengatur sebagai alat bukti lain yaitu dengan menambah jumlah alat 

bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

9 Josua Sitompul, Cbyerspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana 
PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 279.

10 Ibid.



5

Pasal 44 Undang-Undang ITE yaitu alat bukti yang didapatkan dari penyidikan 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang- 

Undang ini adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang- 

undangan; dan

b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 

serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

mengatur megenai alat bukti elektronik dalam Pasal 26 A yaitu: Alat bukti yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Khusus untuk tindak 

pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, diterima, 

dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu.

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data 

yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory 

(CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam 

ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronik 

data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan 

fivcsimili.

serta
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b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 

didengar, dan atau dibaca yang terekam secara elektronik, yang berupa 

tulisan, gambar, suara, rancangan, peta, foto, tanda, perforasi atau 

angka yang memiliki makna.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen perusahaan dalam 

Undang-Undang ini meletakan dasar penting dalam penerimaan (<admissibility) 

informasi atau dokumen elektronik, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa dokumen 

perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti yang sah.11

Mengenai transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media 

elektronik, yang dilaksanakan tanpa adanya tatap muka, sehingga dapat menimbulkan 

dampak yang negatif seperti adanya kecendrungan melakukan kejahatan, dalam hal 

ini pembuktian atas transaksi yang dilakukan yang tersimpan dalam bentuk data 

elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Mengenai alat-

alat bukti dalam transaksi elektronik, Micheal Chissick dan Alistair Kelman 

menyatakan ada tiga tipe pembuktian dibuat dalam komputer, yaitu:12 

1. Real Evidence (bukti nyata)

Real Evidence atau bukti nyata meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa- 

analisa yang dibuat Computer itu sendiri melalui pengaplikasian Software dan 

penerima informasi dari devise lain.

n Ibid. hlm 271.
Refika^Adttama, Ba'iidu^g^OOT^1 ^ Gult0m’ C>'*eWaw AsPek Teknologi Informasi. PT.
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2. Hearsey Evidence (bukti yang berupa kabar dari orang lain)

Dokument-dokument data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan 

salinan-salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh manusia

kepada komputer.

3. Derived Evidence

Informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (real evidence) dengan 

informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk 

membentuk sebuah data yang tergabung.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan komputer, 

Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti 

elektronik seperti dokumen elektronik, data komputer, email, maupun catatan 

transaksi rekening, sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada a. keterangan saksi,

b. surat, c. ahli, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa, akan tetapi juga mencakup 

informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik.13

Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang 

sah dan dapat berdiri sendiri, tentunya juga harus dapat diberikan jaminan bahwa 

suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out 

sutau data diterima dalam pembuktian suatu kasus.14

13 Anonim, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Suatu Studi perbandingan Antara Tindak 
Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi, http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan- 
pcmbuktian-alat-bukti.html. Diakses tanggal 30 April jam 22.45 WIB

14 lbid

http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pcmbuktian-alat-bukti.html
http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/06/kekuatan-pcmbuktian-alat-bukti.html
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Salah contoh Putusan mengenai pembuktian secara elektronik yaitu Putusan 

Perkara Pidana Nomor 1488/Pid.B/2008/PNJkt.Sel, dalam Putusan ini Jaksa 

Penuntut Umum mengajukan surat rekomendasi yang menunjukkan keterlibatan 

terdakwa di dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi, karena surat rekomendasi 

tersebut hilang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan hasil kloning dari Hard Disk yang 

disita Penyidik dari kantor terdakwa dan hasil kloning tersebut ditemukan dokument 

elektronik dari surat rekomendasi yang dimaksud.15

Isi dokument elektronik tersebut dibenarkan oleh saksi yang pernah menerima 

surat rekomendasi yang dipermasalahkan, dalam hal pembuktian ini hakim menerima 

hasil kloning yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti “ disamping alat 

bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana 

” dengan pertimbangan bahwa apabila tidak diterima maka hal tersebut menjadi suatu 

penghalang dan kendala dalam pembuktian suatu tindak pidana yang dapat 

merugikan proses dan kepentingan hukum dan penegakan hukum di Negara RI.16

Namun dalam pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data digital juga harus 

melihat aspek validasi yang dijadikan alat bukti, karena bukti digital mempunyai 

karakteristik khusus dibandingkan bukti dari kejahatan konvensiona, karakteristik 

khusus karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti 

elektronik juga dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan

15 Josua Sitompul, Op.cit. hlm.296.
16 Ibid
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validasinya.17

Dengan melihat latar belakang maka menarik penulis untuk mengkaji lebih 

mendalam dengan menulis skripsi ini dengan judul:

“Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana ?

2. Apa syarat -syarat alat bukti elektronik dipersidangan sebagai alat bukti yang

sah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan alat bukti elektronik dalam proses 

peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai syarat-syarat yang menjadi syarat 

sahnya alat bukti elektronik.

17 Loc.Cit
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D. Ruang Lingkup

Untuk membatasi agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup pada penulisan skripsi ini 

dibatasi hanya mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam proses peradilan 

pidana.

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan diatas, diharapakan penelitian ini memberikan kegunaan, 

baik secara teoritis maupun praktisi.

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi

yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti elektronik di dalam proses

peradilan pidana.

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang 

dapat lebih memahami mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam proses 

peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Normatif

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-
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I

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

18putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

i norma

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek 

penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaanya dalam masyarakat yang berkenaan 

dengan obyek penelitian.19

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari dokumen-dokumem resmi, buku-buku yang berhubungan dengan 

obyek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:20

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat dan terdiri

dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik

j* Zainudin Ali, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105. 
Ibid.

20 Ibid. hlm. 106.
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3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 

Korupsi

4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan 

mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang - undang, hasil 

karya dari kalangan-kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus, majalah, ensiklopedia, internet, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan bahan

kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

peraturan perundang-undanagan, buku -buku, dokumen resmi yang berkenaan 

01dengan pokok kajian .

5. Metode Analisis Bahan

Analisis bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan

21 Ibid. hlm. 107.
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hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

menjadi obyek kajian.

6. Penarikan kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dengan

bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya (diyakini) telah diketahui dan 

berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.23

“ Jbid
2009.hlm.hn8 SUg8°n°’ Me,odol°Si Penelitian Hukumi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
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